BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR g3 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 60 TAHUN 2015
TENTANG PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TETAP
PADA ENTITAS PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa pengaturan penyusutan Barang Milik Daerah
berupa Aset Tetap telah ditetapkan dalam Peraturan
Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2015 Tentang
Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap
Pada Entitas Pemerintah Kabupaten Bandung;

b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan
barang daerah, ketentuan mengenai masa manfaat
barang pada peraturan bupati sebagaimana dimaksud
pada huruf a perlu diubah;

c. bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun
2015 Tentang Penyusutan Barang Milik Daerah
Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah
Kabupaten Bandung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun
1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4616);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
310);



Menetapkan

10.

11.

12.

13.

14.
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pedoman PengelolaanBarang Milik
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 547);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2016 Nomor 12));

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3
Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017
Nomor 3);

Peraturan Bupati Bandung Nomor 51 Tahun 2015
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan
Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2015 Nomor 51);

Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2015
Tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset
Tetap Pada  Entitas Pemerintah  Kabupaten
Bandung(Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun
2015 Nomor 60).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 60 TAHUN 2015
TENTANG PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH
BERUPA ASET TETAP PADA ENTITAS PEMERINTAH
KABUPATEN BANDUNG.

Ketentuan Pasal 11 Peraturan Bupati tentang Nomor 60
Tahun 2015 Tentang Penyusutan Barang Milik Daerah
Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Kabupaten
Bandung, yang telah diundangkan dalam Berita Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 60, diubah sebagai

Pasal I

berikut :



(1) Perbaikan terhadap aset tetap yang menambah masa
manfaat atau kapasitas manfaat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b mengubah
masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

(2) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. renovasi;
b. restorasi; atau
c. Overhaul.

(3) Renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
a merupakan Kkegiatan penambahan, perbaikan,
dan/atau penggantian bagian aset tetap dengan
maksud meningkatkan masa manfaat, kualitas dan/atau
kapasitas.

(4) Restorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
b merupakan kegiatan perbaikan aset tetap yang
rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya.

(5) Overhaul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
¢ merupakan kegiatan penambahan, perbaikan,
dan/atau penggantian bagian peralatan mesin dengan
maksud meningkatkan masa manfaat, kualitas dan/atau
kapasitas.

(6) Perubahan masa manfaat aset tetap akibat adanya
perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan  berpedoman pada Tabel Masa
Manfaat Aset Tetap Akibat Perbaikan, sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(7) Dalam hal terjadi perubahan masa manfaat aset tetap
sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka perubahan
tersebut dilakukan dengan tidak melebihi nilai masa

manfaat asset tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10 ayat (2).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soi‘eang

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 29 Desember 2017

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2017 NOMOR 23
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